SKRIPSI

PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT DALAM RANGKA
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS ITA PADANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyel
Starata-1 Pada Fakultas Hukum Universita §

Disusun Oleh :

HAPKA KURNIAWAN
BP : 05 14 00 48

PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UTH’ERS[TASM&&&;-—I 73 S

|
P‘*ﬂ*"‘?ﬁ! T PERPUS TAKAAN i1,
'- T AM'DA-L =
1{9 H"«._! "_'E._Ff*'._'-l 1‘5

| -l -"'-". ..' r— R |

No. Reg, 2944/PK [V/11/09 . TE: *-, T’l |
TaygGGERL & i i _
D MR Bl Soool 2 4 |

e —— e

+ = Em==rr




PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT DALAM RANGEA PEMBINAAN
TERHADAFP NMARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASIT A
PADANG

i Hapka Kurnmiawan, Mo BF, 05 140048 Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63
Halaman 2009

ARBSTRAK

Lembaga Pemasvarakatan Elas [IA Padanp denpan program pembinaan vang ada
didalamnya untuk narapidana akan banyvak menguntungkan narapidana sendin vang
mengikutt  program  Cufi Bersyarat, program i lelah gda di Lembaga
Pemazvarakatan Klas 1A Padang sejak tahun 2007, hal imi dsebabkan terlalu banvak
narapidana vang mendapatkan pidana penjara kurang dan sato tahun. Pengaturan Cuh
Bersyarat tertuang dalam Peraturan Menten Hukum dan HAM RI Mo, M 2 PE.G4d-10
tahun 2007, Untok e penulis fedfarik ontuk melakokan  penelian  terhadap
pelaksanasn Cuti Bersyarat dalam rangka pembingan  lerhadap narapidana
Lembapga Pemasvarakatan Klas 1A Padang. Penehtian yang bersifat deskrptif
dengan twjuan penelitian secara yuridis sosiologis dengan pengumpulan data primer
dan sekimder. Hasil penelitian menunjukan Syarat-syarat yang harus dipenuhi aleh
narapidana untuk mendapatkan program Cuti Bersvarat dengan ketentuan 1elahb
menjalan pdana 2/3 darn masa pidana dengan jangka waktu culi paling lama 3(tiga)
bilan vang sudah ditetapkan oleh Peraturan Mentert Hukum dan HAM RI dengan
kelentuan apabila selama menjalant Coft Bersyvarat melakukan tindak pidana barn
maka selama diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak dilitung masa pedananya supava
adanya rasa tanggung jawab dari narapidana, keluarga, serta masyarakat vang ada di
lingkungan narapidana yang menjzlani program Cuti Bersyarat. Denpan kelengkapan
svaral subantif dan administratif maka program Cuti Bersvaral narapadana bisa
divsulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyvarakatan Klas [IA Padang Ke Kantor
Wilavah Hukum dan HAM setempat. Narapidana yang akan mengikuti program Cuti
Bersyarat harus dilakukan penelitian oleh Tim Penpamat Pemasyarakatan dan Balai
Pemasvarakatan sebagal pedoman bagi Kepala Lembaga Pemasvarakatan untuk
mengusulkan narapidana agar mendapatkan Cuti Bersvarat. Kendala-kendala vang
sering terjadi dalam hal berupa lambat bahkan tidak dapat dipenuhi svarat-svarat oleh
pihak keluarga, tenggang waktu pelaksanzan Cuti Bersyarat sampal dengan keluarnya
Surat Keputusan Cuti Bersyarat cukup lama sehingga menvebabkan keterlambatan
pelaksaanaannya. adanya kerjasama yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan Klas
11 A Padang dengan pihak keluarga narapidana. semea pthak yang terkait dalam
pelaksanaan Culi Bersyvarat, agar lelah cepat dalam proses pelaksanaan pengusulan
Cuti Bersyarat lersebul, agar pelaksanaan Cuti Bersyarat tersebut tidak melewati
[emponya.



BARI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Banyaknva narapidana vang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan
vang menjalant hukuman dibawah satu tabun maka Andi Matalata sebagm
Menteri Hukum dan HAM membuoat program baru vang dikenal dengan
prapgram  Coft Bersyarat  Program i < Khususkan  untuk  narapidana
hukumam sate tahun ke bawah vang bersumber dari Peraturan  Pemerintah
MNomor 28 Tahun 2006, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM R1 Nomor
M2 PECO4-10 Tahun 2007, disesumkan denpan Undang Undang Nomor 12:
Tahun 1995 Tentang  Pemasvarakatan  (selayutnva  cdisingkat UL
Pemasyarakatan) adalah sebagal tatanan mengenai arah dan batas serta
pembinaan wargd binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila  yang
dilaksanakan terpadu antara pembina dan vang dibing, vang dibina masyarakat
agar menvadan kesalaban memperbaiki din dan tidak mengulangi pidana di
masyarakat, sikap dan tkut tidak merugikan masyarakat sekitarnya.

Mentert Hukum dan HAM telah melakukan berbagar kmat deom
mengatas persoglan over fgpasiies didalam LAPAS atau terlalu banyaknya
15 narapidana dan tahanan didalam Lembaga Pemasyarakatan, salah saty

kebijakannva dikenal dengan cuci gudang penghuni LAPAS  dengan



mengobral Cuti Bersyarat{CB)'  Optimalisasi  peningkatan  pelavanan
pemberian Culi Bersyarat merupakan langkah strategis dalam mengatas
masalah over fapasias di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan,
kebijakan i diambil tdak hanva akan menjadi solust untuk masalah over
kapasias Lembaga Pemasvarakatan dan Rumah Tahanan tetapl juga masalah
anggaran, logikanva semakin sedikit jumlsh penghunt maka semakin sedikit
Jumlah anggaran dibabiskan

Bertolak pada pemuikiran Sabarjo tentang hukum sebagai pengayoman,
Hal yang demikian membuka jzlan perlakvan terhadap narapidana dengan
cara pemasvarakatan sebapar tujuan pidana penjara. Marapidana bukan saja
abyvek melainkan juga subyek vang tidak berbeda dari manusia lannyva vang
sewaktu-wakiu dapat melakukan kasalahan atan kekhilafan vang dapat
dikenakan pidana, schingega tidak harus diberantas. Yang harus diberantas
adalah faktor-Taktor vang dapat dikenakan penjara. Pemidanaan adalah upava
untuk  menyvadarkan  narapidana atau anak  pidana agar  menyesali
perbuatannyva, dan menpgembalikannyva menjadi warga masvarakat vang baik,
taat kepada hukum, menjunjung tingel nilaentlar moral, sesial dan
keagamaan, schingga tercapal kehidupan masvarakat yang aman, tertib dan
claman,

Lembapa Pemasyarakatan sebagai ujunp tombak pelaksanzan asas
pengayoman merupakan tempat untuk mencapal tujuan tersebut diatas melalu

pendidikan rehabilitast dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga

winny Konmipas condBlompas-cerak/0TOR 2P olinik hokums 37935008 im | 27 Aousius
2005



Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlab apabila Petugas Pernasvarakatan vang
melaksanakan  tuzas  pembinzan  dan penpgamanan  Warpa  Binaan
Pemasvarakatan dalam Undang-Undang ditetapkan sebagai pejabat fungsional
pencpak hukum”,

Sebagam  wung  wmbak  dalam  pelaksapan sistem pembinaan
pemasyarakatan  dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan
perlakuan dan pelavanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat
dan martabal manusi. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya
penderitaan, dan fegaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan kelvarga
dan arang-orang tertentu.” Di dalam proses pemidanaan terhadap narapidana,
terdapat  proses-proses  pembinaan vang bermyjuan untuk  mengembalikan
warga  binaan  pemasyarakatan  scbagal warga vang baik dan  untuk
mehndungai masyarakal terhadap Kemungkinan divlanginva tindak pidana
aleh warga hinaan serta merupakan penerapan dan bagian vang tidak
terpizahkan dari nilai-nilai vang terkandung dalam Pancasila™

Untuk sebuah pembinaan bagi narapidana yang telah pernah memalani
hidup dalam LAPAS merasakan sekali kebebasan e sangat bernilar tingg
dan sesuatu vang berharga tinggi, dan untuk mempercepat narapidana hisa
bergabung kembalt dengan masvarakat maka Menteri Hukum dan HAM

memberikan Culi Bersyvaral untuk narapidana vang hukumannya dibawah satu

* Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesta Mo 12 Tahun 1995
Tentzng Pemasyarakatan

" Bah 1l Pembinaan pasal 5 [ndang-Undang Republik Indonesia Momor 12 Tahun 1993
tentang Pemasyarakatan.

* Bagian Umum dari Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 32
Tahun 1999 tepdang Svarad Dan Tata Cara Peloksanasn Hak Warga Bingan Pemasyvarakatan,



tzhun dan telah menjalani 23 dari masa pidanannya dan berkelakoan baik
selama berada didalam LAPAS.

Program mi sangat menguntungkan bagl narapidana vang menjalani
hukwiman  dibawah  sate tahun karema  didalam LAPAS cukup banyak
narapidana menjalant hukuman di bawah satu tahun vang mana di Lemhaga
Pemasyvarakatan Klas [T A Padang saja vang menjalankan hukuman dar 3
bulan sampa | @mhun ada 103 orang sampan dengan Desember 2008 dar
jumlah keseluruhan narapidana yang ada sebanyvak 424 orang (Berdasarkan
data Lembaga Pemssyarakatan Klas 11 A Padang)’, program Cuti Bersyarat
belum lama i dyalankan oleh pihak LAPAS mauvpun pihak RUTAN, untuk
mempercepat seorang narapidana menghirup udara luar pemjara dan bertemu
dengan keluzrega vang dicinta dan disayangi,

Mulai keluarnya program Cutt Bersyarat tahun 2007 tersebut sampai
akhir tahunnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan
Hak Asasi Mapusiz Republik  Indomesia  {(Dephom HAM RD sudah
memberikan kepada 1962 napt mendapat Cutt Bersvarat {CB). Sementara
tabhun 2008, sebanvak 3 447 napt mendapat Cuts Bt]’:‘-}'ﬂl’ﬂ!.ﬁ

Program Cuott Bersyarat ini termasuk suatu sistem pembinazn vang
tergolong barw, pengaturannva dikeluarkan dan diberlakukan pada tahun 2007
berarti dalam Kurun wakiu sampai 2009, labth kurang 2 tahun berlakunnya

Pemberian Cut Bersyarat, pastnya pelaksaanananya berbeda  dengan

5 [ein !I_i:rnl_'m.5|| ]’l:rnn._i_*.-nrnk:mn Bebns 1EA Pedon hm&qn desember 2005
® hitpd wewew kompas com ™ ateran dapat mrensekan kelebihan kapasitas * dinkses 5 februari
2000 Pulkul 13.45 Wib |



program pembinaan vang lnya. Serta banyak jupa akan ditemukan kendala
oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Cub Bersyarat.

Berdasarkan  persolan-persoalan tersebut dapat dipecahkan dengan
penerapan Cuti Bersyarat vang tepat dan tecapainya sebuah tujusn dan pidana
dan pimidansan tersebut dan lebih maksimalnya pelaksasan  pembinaan
narapidana i Lembaga Pemasyarakatan, karena itu penulis tertarik membahas
masalah tersebut dalam scbush penclittan dengan judul : “PELARSANAAN
CUTI BERSYARAT DALAM RANGEA PEMBEINAAN TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I1-A
PADANG™

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan wratan pada latar belakang masalah, sangavgalas:babwsn
pelaksanaan Cuti Bersvarat terhadap narapidana dalam rangka pembinaan di
Lembaps Pemasyvarakatan sangatlab penting. Schubungan dengan hal s,
penelitt membatasi pokok permasalaban yvang akan di teliti sebagai berikut,
1. Bapaimana pelaksznaan Cuti Bersyarat terhadap narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1A Padang dalam rangka pembinaan 7
2. Apa kendala dalam pelaksanaan  cuti bersvamad lerhadap narapidana di

Lembaga Pemasvarakatan Klas 11A Padang dalam rangka peminnaan



BABIY

PFENUTLP

a. Kesimpulan

Herdasarkan hasil penehtian dan pembahasan vang twelah dwraikan

pada Bab-bab scbelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

b

Cutt Bersyaral vang pelaksanaannya adalah hanva df peruntukkan
untuk narapidana vang masuk kedalam golongan Blla (Pidana
penjara 3 sampal dengan | tahun), dengan ketentuan narapidana
terschut menjalant 2/3 masa pidananya, harus memenuvhr syarat
substantil dan admanistratil, dan cutinya paling lama 3 bulan, Jika
semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan telah di sidanpgkan
oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan maka sclanjutnya Lembaga
Pemasyarakatan mengyukan usulan Cubl Bersyarat tersebut kepada
Kantor Wilayvah Departemen Hokum Dan HAM  untuk  supaya
mengeluarkan surat keputusan Cuti Bersyarat tapi sebelumnya akan
disidangkan dulu oleh TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan
HAM, jika sudah keluarnya Surat Keputusan Cuti Bersyaral lersebut
maka Lembaga Pemasvarakatan akan menyerabkan MNarapidana vang
mendapatkan Cuti Bersyarat fersebut kepada Balai Pemasvarakatan

Kendala yang berupa lambat bahkan tidak dapat dipenubi syarat-
svarat oleh pihak  keluarga, tenggang wakiu pelaksanaan Cul
Bersvarat sampai dengan keluamya Sural Keputusan Cuotr Bersvarat

cukup lama sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksaanaannya.
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